PUTUSAN
Nomor 1414/Pdt. Gf2016/PA Tmk

PG JUPENgH P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majalis telah menjatubkan
putusan perkara cerai gugat antara:

I .. 33 tahun, agama Isiam,
pekerjaan Mengurus Rumiah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di
Riung Asih RT.00Z RW. 011  Kelurahan Tuguraja Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya, datam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH.,
Advokat / Penasehat Hukurn  yanyg berkantor di Perum Bumi Citra
Sagquling Blok B No. 15 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 20 September 2016 vang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 1578/Req K20168/PATmK. tanggal 23 September
2018, sebagail Penggugat;
melawan
_, umur 35 tahun, sgama lslam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Paseh
Gg. H.Kulsum 1120 RT.001 RW. 008 Kelurahan Nagarawangi
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat,
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukdi-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Dahwa Panggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat vyang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomar
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1414/Pdt G/2016/PA Tk, tanggal 23 September 2016, dengan dalil-dalil
sebagai bertkut;

!‘J

Bahwa pada tanggal 04 Scptember 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmaloya (Kutipan
Akta Nilkah Momor ; 424/04/1X/2013 tanggal 4 September 2013},

Bahwa selclah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di tempat kediaman bersama fdi rumah orang tua Penggugat /
Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istr dan dikaruniai 2 crang
anak ;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januar tahun 2074 rumah tangga
Penggugai dengan Tergugat mulai retak, serng terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugai tidak bertanggung iawab dalam masalah
rafkah sehingga penggugat tidak manerima keadaan tersebut;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggupgat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tzhun
2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan
tidak pernah betkumpul kembali;

Bahwa Penggugat telah berusaha unluk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan mefibatkan pibak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa alas kejadizn tersebut, Penggugat sudah bdak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut ditanjutkan akan iebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya ;

Berdasarkan aiasan/dalil-dall diatas, gugatan Penggugal ielah memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Ng. 8 Tahun

1975 jo. pasal 115 huruf (f) Kompitasi Hukum Istam, maka Penggugat mahon

agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatshkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughre Tergugat _
I - hocp Penggug-: [

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telanh menguasakan kepada
kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLE, SH dan JAJAT SUBRAJAT, SH.,
Advokat dan Penasehat Hukum wang mengambil donsili di Perum Bumi Citra
Saguling Blek B No. 15 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
terianggal 20 Seplernber 2016, dan tefah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1578/Req.K/2018/PA. Tmk. tanggal 23
Saptember 2MM6;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTFA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah diigtapkan Penggugat diwakil
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ks muka sidang dan Ydak menyuruh grang lain unfuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 14 14/Pdt GF2016/PA. Tmk tanggal D3
Oktober 20168 dan 28 Okiober 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya iiu disebabkan suatu
hatangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telzh menasehati Penggugst melzlei Keasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
letap pada dali-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidsk pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan pabtut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipernahankan oleh Kuasa
Penggugat,
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Bahwa untuk menguatkan call-dall gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A, Surat

a. Fotokopi KTP ates nama R
({Penggugat) Nomor _Tanggal 12 Agustus 2012

yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang temyata sesuai, lz2lu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

b. Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor @ 424/04/Xf2013
Tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya vang ternvata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
Pz

B. Saksi
1. I v 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
tempat kediaman di Kp. Riungasih RT 01 RW 11, Kelurzhan Tuguraja,
iecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berkut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai paman;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
{4 September 2013,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksl mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalrya rukun dan harmonis, akan tetaph kurang
lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut ;
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- Bahwa, saksi mengetahu: yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan ruman tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling
pengertian dalam membina rumah fangga karena masalah
Ekonomi sehingga mengakibatkan persslisthan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak selama 1 tahun lamanya sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu {agi;

-  Bahwa, baik saksi maupun pihak kelusrge sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2._umur 39 tahun, agama lslam, pekeriaan
puruh, tempat kediaman di Kp. Riungasin RT 01 RW 11, Kelurghan

Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagal benkut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai adik;

- Bahwa, saksi mengetabui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 04 September 2073,

- Bahwa, saksi mengetabui dari perkawinan Pangqugat dan Tergugat
dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwg, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering ferfadi  persclisihans  dan
pertengkaran tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugal sudah pisah rumah sejak selama 1 tahun lamanya
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernzh bersatu iagk,

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut .

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dalam
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membina rumah tangga karema masalah Ekeonomi sehingga
mengakibatkan perselisinan dan pertenghkaran;

- DBahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karerna sudah sulif dirukunkan dan sudah tigak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah fangganya
lebib baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dr atas,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
FPenggugat tertanggal 20 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1578/Req K/2D16/PA. Tmk, tanggal 23 September 2018, ternyain telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomar
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan
ternyata telah sesuai dengan Xetentuan Pasal 30 Undang-undang Momor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Yuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat mererima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut urtuk beracara dalam perkara ague sebagai advokat
profasional;

Manimbang, bahwa termyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap dif muka sidang dan puia tidak ternyata
bahwa tidak datangtya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan terseburt harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Manimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomar 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 20092, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukem lslam, Majelis Hakim pada scliap kali persidangan ielah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membhina rumah tangge dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oich karema [lergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkars aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah salu syarat agar medias:
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayai (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketertuan Pasat 125 ayat (1) HIR. vaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirmya Tergugat dapat dikabultkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karema itu majelis membabani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, babhwa untuk membukiikan  dalii-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P 2 sarta dua crang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 {Folokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslnya, isi bukti tersebut monjelackan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukt
terscbut telah memenuhi syarat forma! dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempuma dan mengikat (vofledig en bindende bewifskrachi),

Menimbang, bahwa buxti P.2 {(Fotokopi Kutipan Akta Nikal) yang
merupakan akia otentik, telabh bermeterai cukup, bemezegsien dan cocok
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dengan aslinya, isi buki fersebut mentelaskan mengenai hubungan Penggugal
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukli fersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembukiian yang sempurna dan mengikat (volledig en
hindende bewijskrachf);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim periu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan aiau orang-grang yang dekal dengan suami
istan itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Manirmbang, bahwa sakst 1 Penggugat, adafah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompitasi Hukum lslam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
forma! sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang. bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serfa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang dan relevan dengan dall yang harus
dibukiikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tetah
memenuhi syarat materil sebagaimana tefah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Monimbang, bahwa sakst 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Permerintah Nomor 9@ Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum |slam. Saks
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Manimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenal keadaan rumah fangga Penggugat
dan Tergugat, adalzh fakta yang dan relevan denpan dall yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, cleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materill sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saks! tersebut memitiki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti,

Halaman % darl 14 hatarman, Putusan Mormor @ 14 Ld /Pt G/2008/ P A Tk
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Menimbang, bahwa Xeterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan vang lain oish karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukti fakla kejadian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Isiam dan Penggugat
pertempat tingga! di witayah Kota Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isterl yang menikah
pada tanggal 04 Sepiember 2013 di Kecamatan Cihideung HKota
Tasikmalaya;

Bahwa pada mulanya rumabh tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dan dikaruniat 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugal dengan Tergugat sejak tahun 2014
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena antara Penggugal dengan Tergugat sudah tidak ada
saling pengeriian datam membina rimah tangga karcna masalah Ekonomi
sehingga mengakibatkan perselisihan dan pedengkaran;

Bahwa akibat persclisinan dan pernengkaran tersebut antara Pengguaat
dan Tergugat sucdah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugal
sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga karena
masalah Ekonomi  sehingga mengakibatkan perselisihan  dan
partengkaran dan selama ity pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi
dan tdak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami stexi;

Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak ketuarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan tagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulian fakta hukum sebagai berikut;

1

t.

Bahwa Psnggugat dan Tergugat beragama islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;,

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

Bahwa dalam ruman tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
talah terjadi persalisinan dan pertengkaran yang ferus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tefah pecah {marriage
breakdow) sehingga rurmah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk diperahankan lagi (onheel baar
tweespait),

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukurn,

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat dzn Tergugat beragamz Islam dan Penggugat
berempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sosuai dangan ketentuan pasal 4% ayat (1) dan {2, jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-unhdang Momor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat {1} Peraturan
Femerintah Nomor 8 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1} Kompilasi Mukum
tsfam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
befum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undarngan yang berlakl sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Namor 1
Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1414/Pot.Gf20L6/PA. TmXK,
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hak dan kepentingan dntuk mengajukan tindutan datam  sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standfi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menanus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bhercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dart Penggugat ternadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab &l-lgna juz H halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Al il ddde 3l Lga g5 da g 1 46 5 a3 S1 131y

Artinya: "Disaalf Istri talah memuncek rasa tidak suka ferhadap suaminya,
mnaka hakim diperkenankan menjaluhkan tafak (suami] nya dengan falak
satu,

5. Bahws, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk  dipertahankan lagi {onhee! baar tweespalf), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina 4eluarga sakinah, mawadah, warchmah
sebagaimana dimaksud Fasal 1 Undang-undang Nemer 1 Tahun 1574, jo.
Pasal 3 Kompilast Hukum Isiam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadgat vang izbih besar dan
pada manfaalnya, padahal meholak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, s&suai dengan Qoidah Figiyah,

@Lmdlgl@.uic?ﬁnmﬁdi g

“Menolak kerusakan lebih didahuiukan darf pada mengambif kebaikan®
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7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudzh tidak rukur,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaiur
dalam Pasal 19 huruf {F} Peraturan Pemerintah Nomar 3 tabun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugsat
patut untuk dikabulkan;

#.  Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang mefawan hukum (onrechimatige daad), maka sesual Pasal 125 {1}
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri {ba’da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah ta'ak yang kesaty, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mangabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatubkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan {alak yang
dijatuhkan oleh Hakirn atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dan talak satu ba’in sughra adatah antara suzmi dan isteri tdak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdosarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubzhan kedua dengan Undang-undang Momor 50 Tahun
2004 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
dipcrintahkan uniuk rmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat berlernpat linggal dan kepada Pegawai Pencatat
Mikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasat 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889
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sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peraditan Agama, biaya perkara harus dibebankan xepada Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan perfirmbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukurn Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabuikan gugatan Penggugat dengan verstek |

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
_ ternadap Penggugat
I

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasitmalays

urtuk mengiimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kapada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk
Hu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 456000,- (empat ratus lima puluh enam ribu  rupiahy;

Demikian diputuskan datam rapat permusyawaratan Majchis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal ¥ Safar 1438 Hijrivah, cleh kami Drs. Abun Bunyamin,SH.
sebagai Ketua Majelis, Abmad Rifaii, SHI. dan Asep Ridwan
Hotoya, 5. Hi M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggeta, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ity juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
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dibantu oleh H. Endang Pipin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadimya Tergugat,

Hakim Anggota Ketua Maijelis

00 &

Ahmad Rifai, S.HI. Drs. Abun Bunyamin,SH.
Hakim Anggota

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000-
2. Proses : Rp. 50.000 -
3. Panggilan : Rp. 375.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materaj : Rp. 6.000,-
Jumiah Rp. 456.000,-

{empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi f(] i H_ 100

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan {_

|~ L -tot
Hukum Tatap Tanggal ..o
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